BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

51 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah
dilaksanakan di Apotek Megah Terang selama 5 minggu dimulai pada 24
September 2024 hingga 26 Oktober 2024, kesimpulan yang diperoleh sebagai

berikut :

L. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran nyata dan
tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Meningkatkan keterampilan calon apoteker dalam melakukan
praktik kefarmasian di apotek.

3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan calon apoteker dalam
melakukan pelayanan kefarmasian di apotek yang meliputi
perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,
pendistribusian.

4. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari
secara langsung strategi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan
untuk pengembangan praktik kefarmasian di apotek.

5. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk dapat

melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara
langsung terhadap pasien dengan pendampingan apoteker
penanggung jawab.

6. Memberikan pengalaman kepada calon apoteker tentang
penyelesaian permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek
sehingga dapat mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki

dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
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Saran

Calon apoteker diharapkan dapat lebih mengembangkan kompetensi
ilmu kefarmasian agar lebih siap dalam melakukan praktik
pelayanan kefarmasian dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan
lintas profesi lain.

Calon apoteker diharapkan dapat meningkatkan pengalaman dalam
memberikan komunikasi, informasi dan edukasi dalam
melaksanakan pelayanan kefarmasian, sehingga dapat memberikan
pelayanan yang maksimal kepada pasien.

Calon apoteker diharapkan selalu menjunung kode etik pelayanan

kefarmasian dengan prinsip patien oriented.
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